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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL  

(MUDHARABAH) 

 

A. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana 

pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang 

menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai 

pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan 

biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu di 

tanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian 

mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah 

dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika 

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
14

 

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga 

dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan 

untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan 

pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar 

untuk mendapat bagian dari keuntungan.  
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008) Cet ke-1, hal. 224. 
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Dalam suatu kontrak mudharabah, pemodal dapat bekerja sama dengan 

lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra 

usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi 

sesuai kesepakatan di muka.  

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di 

awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur 

dalam Syari‟ah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa 

dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang 

disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan 

menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan 

juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. 

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muthlaqah pemodal tidak 

mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis 

usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh 

mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut muthlaqah tidak terikat atau 

tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin 

pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-

mudharabah-kan lagi dengan orang lain.
15
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 

hal. 61. 
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B. Landasan Hukum Mudharabah 

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-

Qur‟an, Hadis, dan Ijmak. 

1. Al-Quran 

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Quran tertuang 

dalam Surat al-Muzzamil ayat (20) :   

                

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT....”.
16

 

 

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah 

dalam ayat ini adalah kata adhribun‟ yang sama dengan akar kata 

mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.
17

  

Di samping itu juga dapat kita baca dalam Surat al-Jumu‟ah ayat 

(10) :  

                           

          

Artinya:  “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlan kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
18

 

 

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi 

dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam 

dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah 
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 Kementerian Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 

2015) 
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 Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hal. 225. 
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untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.
19

 

2. Hadis 

Rasulullah sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana hadits 

yang berbunyi: 

عن صا لح بن سهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث فيهن البر  
 20كة البيع الى اجل والمقا رضة وا خلا ط البر با الشعير

Dari Shohih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda 

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk 

keperluan rumah, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah). 

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar‟ telah ada sejak zaman 

Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat 

menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad 

mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik 

Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.
21

 

 

C. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Rukun Mudharabah: 

1. Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki 

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak 

yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal; 

                                                             
19

 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), hal. 88. 
20

 Al-maktabah Asy-Syamilah V-II, Kutubul al-Mutun : Sunan Ibnu Majah, Bab as 

Syirkah al-Mudharabah Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280. 
21

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 138. 
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2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); 

3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.
22

 

Adapun syarat untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku 

a. Pelaku harus cakap hukum dan balig. 

b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non 

muslim. 

c. Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia 

boleh mengawasi. 

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan 

dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, 

dan ijab kabul. 

a. Modal 

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah: 

1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, 

harus jelas jumlah dan jenisnya. 

2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya 

setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi 

apapun padahal pengelola dana harus bekerja. 

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

dibedakan dari keuntungannya. 

                                                             
22
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4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan 

kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi, maka dianggap 

pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 

5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal 

kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran 

kecuali atas seizin pemilik dana. 

6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 

dilarang secara syariah. 

b. Kerja 

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah: 

1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dan lain-lain. 

2) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. 

3) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam 

kontrak. 

4) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 

sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana 

berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah. 

3. Nisbah Keuntungan 

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah: 

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. 
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b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 

4. Ijab Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui 

korespondensi atau mengguanakan cara-cara komunikasi modern.
23

 

Menurut ulama Syafi‟iyah,
24

 rukun qirad ada 6 yaitu: 

a. Pemilik modal menyerahkan modalnya. 

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik 

modal; 

c. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal; 

d. Harta atau pokok modal; 

e. Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba; 

f. Keuntungan; 

 

D. Macam-Macam Mudharabah 

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh para pemilik modal 

dnegan para pekerja, para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi dua 

bagian yaitu: mudharabah Muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa 

syarat dan pembatasan) dan mudharabah Muqayyadah (penyerahan modal 

dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mudharabah muthlaqah, pekerkja 
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bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan 

mendatangkan keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan. Akan 

tetapi, dalam mudharabah muqayyadah, pekerja harus mengikuti syarat-syarat 

dan batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola 

modal harus berdagang barang tertentu, didaerah tertentu dan membeli barang 

pada orang tertentu.
25

 

Jika suatu akad Mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat, 

sebagaimana dikemukakan diatas, maka Hukum-hukumnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama 

dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat 

keuntungan status pekerja berubah menjadi terikat dagang yang memiliki 

pembagian dan keuntungan dagang yang memiliki pembagian dari 

keuntungan dagang itu. 

b. Apabila akad ini berbentuk mudharabah muthlaqa, pekerja bebas 

mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana 

saja dan dengan siapa saja dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan 

itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak 

boleh menghutangkan modal itu kepada rang lain dan tidak boleh juga 

memudharabahkan modal itu kepada orang lain. 

c. Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai 

dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja 
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selama akad mudharabah berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau 

tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Imam Syafi‟I menyatakan 

bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, 

sekalipun untuk bepergian kepentingan untuk berdagang, kecuali dengan 

seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam malik dan 

ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi 

dalam rangka bepergian itu untuk perdagangan, maka ia boleh mengambil 

biaya yang dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanabilah 

mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari 

modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau 

tidak.
26

 

Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal 

mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu 

tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. 

 

E. Biaya Pengelolaan Mudharabah 

Biaya bagi mudharib diambil dari hartaya sendiri selama ia tinggal di 

dilingkungan daerahnya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan 

untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari 

keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh 

bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau 

bahkan lebih besar daripada keuntungan. 
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Jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan 

modal mudharabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena 

penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan 

modal mudharabah. Imam malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh 

dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih 

memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.
27

 

Biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan pada 

pengelola modal, namun juga tidak masalah jika biaya diambil dari 

keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut 

kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila 

modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya. 

 

F. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah Jika salah 

satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang 

oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan 

sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin 

pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika 

terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. jika 

ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal 

karena pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan 

tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya. 
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2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan 

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung 

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. 

3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah 

seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. 

Sedangkan para ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah 

dinyatakan batal dalam hal-hal sebagi berikut:
28

 

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk 

bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal 

menarik modal. 

b. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak 

Hukum seperti gila, karena orang gila tidak lagi cakap untuk bertindak 

Hukum. 

c. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam) menurut Imam Abu 

Hanifah akad mudharabah akan menjadi batal. 

Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja 

demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal itu dibelanjakan oleh 

pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (manage) oleh 

pekerja. 
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G. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah (Qirad) 

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang 

mudharabah. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah 

merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan 

dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama 

mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau qirad menurut syara‟ 

ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya 

untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak 

dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik 

modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal 

yang ia kehendaki untuk diniagakan.
29

 

Menurut ulama mazhab Hambali mudharabah atau kerjasama 

perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan 

sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya 

dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.
30

 Ulama mazhab Syafi‟I 

menerangkan bahwa mudharabah atau qirad ialah suatu perjanjian kerjasama 

yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar 

ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh 

keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.
31

 

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (sahibul 

mal) dengan pengelola usaha (mudharib) fasilitas pembiayaan bagi hasil 

mudharabah terbagi dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah 
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muqayyadah.
32

 Secara khusus tidak ada ulama yang membagi mudharabah ke 

dalam dua jenis mudharabah tersebut, tetapi para ulama telah memberikan 

pendapat mereka mengenai mudharabah melalui syarat-syarat yang mereka 

rumuskan. 

Syarat mudharabah seperti yang dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah 

yaitu: 

1. Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama 

perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal. 

2. Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan 

yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas presentasinya, 

seperti separoh, sepertiga, seperempat. 

4. Mudahrabah bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana 

untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu.
33

 

Mengenai modal dalam mudharabah para ulama mazhab sepakat 

bahwa modal itu berupa emas dan perak yang telah dicetak atau dengan mata 

uang yang berlaku menurut ketetapan hukum. Modal tersebut harus 

diserahkan kepada penerima modal dengan segera, serta diketahui jumlahnya. 

Sedangkan bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para 

ulama mazhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti 

separoh atau sepertiga. Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan qirad, 

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tidak boleh qirad} dengan ditentukan 
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tempo yang tertentu yang tidak akan dibatalkan sebelum datangnya, atau 

apabila telah setelah sampai tempo, diakhiri hak menjual dan pembeli. 

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan.
34

 

Fuqaha serta berselisih pendapat dalam hal, apabila pemilik modal 

mensyaratkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja, 

seperti: penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat 

berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani dalam 

perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak boleh bahwa 

saya (Imam Syafi'i) melakukan qirad} dengan anda pada sesuatu, dengan 

taksiran, yang tidak saya ketahui.
35

 Hanabilah menganggap bahwa persyaratan 

dimana pemilik modal melarang para pelaku niaga yaitu membatasinya dalam 

pendayagunaan modal, seperti ia mensyaratkan hendaknya pelaku niaga tidak 

melakukan jual beli kecuali dengan barang dagang tertentu, atau tidak 

membeli komoditi kecuali dari sifulan saja merupakan persyaratan yang batal 

yang tidak boleh dilaksanakan.
36

 

Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam 

melakukan pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang 

kecuali di musim kemarau saja, atau pada musim kapas, atau pada musim 

gandum, atau yang semisalnya yang menentukan masa. Kalau yang terjadi 

demikian, maka perjanjian kerjasamanya batal.
37
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H. Fatwa DSN Dan MUI Mengenai Mudharabah 

Karakteristik pembiayaan Mudharabah (Fatwa DSN: 07/DSN-

MUI/IV/2000)
38

 

1. Ketentuan pembiayaan 

a. Pembiayaan untuk untuk suatu usaha yang produktif 

b. LKS membiayai 100% kebutuhan proyek usaha, sedangkan nasabah 

bertindak sebagai Mudharib 

c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembangan dana dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, LKS tidak ikut dalam 

managemen tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang 

f. LKS menanggung semua kerugian Mudharabah kecuali jika Mudharib 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

g. Pada prinsipnya, pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan 

1) Agar Mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga 

2) Jaminan dapat dicairkan apabila Mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran akad 
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3) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS. 

4) Biaya operasional dibebankan kepada Mudharib 

5) LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran 

kesepakatan. Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang 

telah dikeluarkan. 

 

 


